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Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Implementasi Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 
Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Terkait Biaya dan Waktu 
dalam Pelayanan Konversi Hak atas Tanah untuk Peningkatan Pelayanan Publik. 
terdapat pertentangan antara das sollen dan das sein. Dos sollen, yakni mengenai 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, terkait pelayanan 
konversi hak hanya membutuhkan waktu sampai dengan 98 (sembilan puluh 
delapan) hari. Das sein dalam penelitian ini adalah pelayanan BPN masih dirasa 
masih sangat kurang dalam melaksanakan kewajibannya dalam pelayanan publik, 
BPN dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan, 
sehingga BPN tidak mampu memberikan  pelayanan yang cepat sederhana dan 
biaya ringan seperti yang diharapkan masyakat.  
Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1) Faktor-faktor apa saja 
yang menghambat dan mendukung Implementasi Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar 
Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan terkait biaya dan waktu dalam pelayanan 
konversi hak atas tanah. 2) Apa upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota 
Malang untuk menangani hambatan tersebut 
Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan 
metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian empiris ini adalah 
pendekatan yuridis-sosiologis. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas 
permasalahan yang ada, yaitu Faktor Penghambat Kantor Pertanahan Kota 
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Malang adalah Masih adanya Budaya grativikasi, dengan adanya grativikasi atau 
hal-hal lain yang ada dilingkungan aparatur Kantor Pertanahan Kota Malang, 
Budaya grativikasi juga dilakukan oleh PPAT dan masyarakat, Tenaga dari 
Kantor pertanahan masih minim. 
 Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya Peningkatan 
Penegakan hukum atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 





In writing this paper the author discusses the Implementation Regulation 
of the National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 1 of 2010 
Concerning Setting Service Standards and Related Land Cost and Time in Service 
Conversion of Land for Public Service Improvement. there is any conflict 
between das das sein sollen and. Dos sollen, namely the Regulation of the 
National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 1 of 2010 Concerning 
Land Service Standards And Settings, conversion rights related service only takes 
up to 98 (ninety-eight) days. Das sein in this study is still considered BPN service 
is lacking in carrying out its obligations in the public service, BPN in carrying out 
their duties do not conform to the standard of care, so that BPN is not able to 
provide a fast, simple and lightweight as expected costs society. 
The problem studied in this thesis are: 1) what are the factors that inhibit 
and support the implementation of the National Land Agency Regulation of 
Republic of Indonesia No. 1 of 2010 Concerning Land Setting Service Standards 
and related costs and time in service conversion of land rights. 2) What efforts 
Malang Land Office to address these barriers 
To answer the problem under study, the authors use the method of 
approach used in this empirical study is socio-juridical approach. 
Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing 
problems, namely Obstacles Land Office of Malang is still a culture of bribery, 
with grativikasi or other things that exist within the apparatus of the Land Office 
of Malang, also conducted by the bribery culture and society PPAT , Power of the 
Land Office is still minimal. 
Responding to the things mentioned above, then it should increase the 
Enforcement Regulation of the National Land Agency of the Republic of 













1. Latar Belakang 
 
 
 BPN adalah lembaga yang memiliki kewajiban untuk memberikan layanan 
publik di bidang pertanahan, sesuai dengan amanant UUPA. Setelah keluarnya 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria, 
maka banyak perubahan yang terjadi dalam ketentuan hak-hak atas tanah. Salah 
satunya adalah diadakan konversi hak atas tanah oleh pemerintah. Adapun yang 
dimaksud dengan konversi adalah Penyesuaian Hak-Hak atas tanah yang pernah 
tunduk kepada sistem hukum lama yaitu: Hak-Hak tanah menurut kitab undang-
undang Hukum Perdata Barat dan tanah-tanah yang tunduk kepada Hukum Adat 
untuk masuk dalam sistem hak-hak tanah menurut ketentuan UUPA. 
Adapun istilah ‘konversi’ menurut Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama ialah 
pengalihan, perubahan (omzetting) dari suatu hak tertentu kepada suatu hak lain.1 
 Menjadi pokok dilaksanakannya konversi dalam Hukum Agraria 
Nasional, adalah dimana hak–hak  atas tanah yang dikenal sebelum berlakunya 
UUPA tidak sesuai dengan jiwa falsafah Negara Pancasila dan UUD 1945 . 
Hukum Agraria kolonial bersifat dualistis, dimana disamping berlakunya 
peraturan yang berasal dari Hukum Agraria Adat berlaku pula Hukum Agraria 
yang berdasarkan Hukum perdata barat, dengan demikian terdapat tanah – tanah 
dengan hak-hak Barat dan tanah – tanah hak adat Indonesia. 
Hak-Hak atas tanah yang dikonversikan itu bukan saja hak-hak atas tanah 
yang bersumber pada hukum perdata barat saja tetapi juga hak-hak atas tanah 
yang dikenal dalam hukum adat seperti ganggam bauntuak, bengkok, gogolan dan 
sebagainya. Hak-hak ini dikonversikan, karena tidak sesuai dengan jiwa Hukum 
Agraria Nasional, yaitu  karena sifatnya yang feodalis. 
 Di dalam uraian di atas telah dijelaskan bahwa sebelum berlakunya UUPA 
ada 2 sistem hukum yang mengatur masalah tanah yaitu sistem menurut KUH 
                                                        
1 Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Masalah Agraria, (Bandung: Alumni, 1973), hal. 31 
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Perdata dan Hukum Adat, semenjak berlakunya UUPA tanggal 24-9-1960 kedua 
sistem hukum tersebut tidak diberlakukan lagi dan terhadap yang pernah di 
timbulkan oleh kedua sistem hukum tersebut di konversi ke dalam hak-hak atas 
tanah menurut sistem UUPA. Untuk jelasnya akan diuraikan dibawah ini: 
 Konversi atas tanah-tanah yang tunduk pada ex KUH Perdata, Pasal I 
ketentuan konversi menyebutkan: 
1.    Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini 
sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak 
memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21. 
2.    Hak eigendhom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang dipergunakan 
untuk keperluan rumah kediaman kepala perwakilan dan gedung kedutaan, 
sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam 
pasal 41 ayat (1) yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan 
untuk keperluan tersebut diatas. 
3.    Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warga negara yang disamping 
kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing dan badan 
hukum, yang tidak di tunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 
21 ayat (2) sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna 
bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1) dengan jangka waktu 20 tahun. 
4.    Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibebani dengan hak 
opstal dan hak erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu sejak mulai 
berlakunya Undang-Undang itu menjadi hak guna bangunan tersebut dalam 
pasal 35 ayat (1) yang membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa 
waktu hak opstal atau hak erfpacht tersebut diatas,tetapi selama-lamanya 20 
tahun. 
5.    Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (3) pasal ini dibebani hak opstal atau 
hak erfpacht, maka hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tersebut 
dan pemegang hak opstal atau hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut 
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. 
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6.    Hak-hak hipotik, servitut, vruchtgebruik dan hak-hak lain yang membenahi 
hak eigendom tetap membebani hak milik dan hak guna bangunan tersebut 
dalam ayat (1) ayat (3) pasal ini, sedangkan hak-hak tersebut menjadi suatu 
hak menurut Undang-Undang ini. 
 Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa hak eigendom itu dapat 
di konversi kedalam 3 kemungkinan: 
1. Hak eigendom dapat dikonversi menjadi hak milik. 
2. Hak eigendom di konversi menjadi hak guna bangunan. 
3. Hak eigendom di konversikan menjadi hak pakai. 
 
Masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang konversi hak 
atas tanah ini menimbulkan berbagai permaslahan-permasalahan ditengah-tengah 
masyarakat. Misalnya : bagaimanakah cara mengkonversikan hak-hak atas tanah 
tersebut. Berdasarkan hal inilah, maka penulis tertarik membahas tentang : 
Konversi Hak Atas Tanah Di Indonesia Menurut UU No.5 Tahun 1960. 
Pengertian konversi dalam tulisan ini adalah konversi mengenai hak-hak 
atas tanah sebagai mana dimaksudkan oleh pakar Hukum Agraria Bapak Prof. 
DR.AP Perlindungan SH. Bahwa konversi adalah: ”Penyesuaian Hak-Hak atas 
tanah yang pernah tunduk kepada sistem hukum lama yaitu: Hak-Hak tanah 
menurut kitab undang-undang Hukum Perdata Barat dan tanah-tanah yang tunduk 
kepada Hukum Adat untuk masuk dalam sistem hak-hak tanah menurut ketentuan 
UUPA) 
Dari istilah konversi tersebut di atas, dalam Hukum Agraria dimaksudkan 
adalah penyesuaian, peralihan atau perubahan dari hak-hak atas tanah menurut 
sistem lama yakni hak-hak atas tanah yang pernah tunduk pada ketentuan KUH 
Perdata atau pun hak-hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat kepada hak-
hak atas tanah menurut sistem UUPA. 
Dasar Hukum pelaksanaan konversi terdapat pada bagian kedua UUPA 
terdiri dari : 
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 Ketentuan konversi bagi tanah yang tunduk pada KUH Perdata diatur 
dalam pasal I, III, IV, V, mengenai ketentuan pelaksanaannya dituangkan kedalam 
beberapa peraturan perundangan antara lain : 
a. Peraturan Menteri Agraria No.2 tahun 1960 tentang pelaksanaan 
beberapa ketentuan UUPA 
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1970 tentang penyelesaian 
konversi hak-hak barat menjadi hak guna bangunan dan hak guna 
usaha. 
c. Keppres No. 32 tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam 
rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat. 
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 1979 tentang ketentuan – 
ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak atas tanah asal 
konversi hak barat . 
Sedangkan konversi hak-hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat 
diatur dalam pasal II, VI dan VII, ketentuan konversi dengan peraturan 
pelaksanaannya antara lain : 
a. Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 tentang pelaksanaan 
konversi dan pendaftaran bekas hak Indonesia atas tanah 
b. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 tentang 
penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas 
tanah. 
c. Surat keputusan Mentri Dalam Negri no. Sk.26 / DDA / 1970 tentang 
penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas 
tanah. 
Tujuan dari konversi hak–hak atas tanah tidak lepas dari tujuan yang 
hendak dicapai UUPA yakni unifikasi dan kesederhanaan dalam hukum 
pertanahan serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak 
atas tanah dan terciptanya kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara 
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dan rakyat. Secara lebih khusus konversi bertujuan untuk mengadakan   unifikasi 
hak-hak atas tanah, sehingga kelak tidak ada lagi hak-hak atas tanah produk 
Hukum yang lama yakni Hak-hak atas tanah yang tunduk pada KUH perdata yang 
lebih mengutamakan kepentingan individu maupun hak-hak atas tanah menurut 
Hukum adat dengan keanekaragamannya itu. 
Berdasarkan isu yang beredar di masyarakat, pensertifikatan tanah di BPN 
bisa sampai memakan waktu 6 sampai 12 bulan, apakah hal ini sesuai dengan 
standar pelayanan BPN. Permasalahan pelayanan publik dalam sertifikasi tanah 
merupakan salah satu permasalahan pokok bagi kinerja institusi. Agar tidak 
mendapat sorotan yang lebih jauh diera reformasi ini maka kinerja pelayanan pada 
Kantor Pertanahan harus segera  diperbaiki. 
 Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, 
menyebutkan: 
Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi: 




e. prosedur ; dan 
f. pelaporan. 
 
Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan di 
atas poin yang paling penting dan menjadi permasalahan terkait pelayanan publik 
adalah permasalahan pada huruf (c) dan (d), yakni permasalahan biaya dan waktu. 
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Terkait dengan Biaya yang di tetapkan dalam SPOP BPN, di ataur dalam 
Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 
1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan:  
   Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah biaya pelayanan yang 
diwajibkan kepada pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku 
pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 
  Biaya keseluruhan diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang 
jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 
Terkait dengan waktu pelayanan diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang 
Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, yang menyebutkan: 
(1) Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah jangka waktu 
penyelesaian pelayanan pertanahan terhitung sejak penerimaan berkas 
lengkap dan telah lunas pembayaran biaya yang ditetapkan. 
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu 
paling lama untuk penyelesaian masing-masing jenis pelayanan 
pertanahan yang dihitung berdasar hari kerja. 
(3) Untuk pelaksanaan pelayanan lebih dari satu jenis pelayanan, jangkawaktu 
adalah penjumlahan secara kumulatif waktu yang diperlukan untuk 
masing-masing jenis pelayanan. 
(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran peraturan ini. 
(5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi 
permohonan pelayanan pertanahan yang di dalam prosesnya diketahui 
terdapat sengketa, konflik, perkara, atau masalah hukum lainnya dan 
berkasnya dapat dikembalikan kepada pemohon. 
(6) Proses penyelesaian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 
Berbagai keluhan masyarakat terus mewarnai penyelenggaraan pelayanan 
di bidang pertanahan. Rasa enggan dan gambaran negatif masih dirasakan 
masyarakat jika harus berurusan dengan Kantor Pertanahan. 
Ketidakpastian waktu dan biaya sering dikeluhkan masyarakat, hal ini 
karena belum ditaatinya standar waktu dan biaya yang telah ditetapkan 
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sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan 
Pengaturan Pertanahan. 
Berdasarkan lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan 
Pengaturan Pertanahan untuk hak milik perorangan waktu penerbitan sertifikat 
dalam konversi hak atas tanah dari petuk menjadi sertifikat hak milik 
membutuhkan waktu 98 (sembilan puluh delapan) hari. Pada kenyataannya 
membutuhkan waktu selama 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun lamanya. Hal 
tersebut dibuktikan dengan hasil pra survey peneliti di Kota Malang, Dari hasil 
pra survey yang dilakukan oleh peneliti dengan Notaris, diperoleh data sebagai 
berikut: 2 
“ untuk pengurusan konversi pensertifikatan tanah secara sporadik biasanya 
memakan waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Namun jika ingin lebih 
cepat ada jalur pelayanan cepat namun dengan tambahan biaya.”  
Dari hasil pra survey di atas dapat disimpulkan untuk pengurusan konversi 
pensertifikatan tanah secara sporadik biasanya memakan waktu 6 bulan sampai 
dengan 1 tahun, Namun ada jalur pelayanan cepat dengan tambahan biaya. 
Mengenai hal-hal tersebut di atas terdapat pertentangan antara das sollen 
dan das sein. Dos sollen, yakni mengenai Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan 
Dan Pengaturan Pertanahan, terkait pelayanan konversi hak hanya membutuhkan 
waktu sampai dengan 98 (sembilan puluh delapan) hari. Das sein dalam penelitian 
ini adalah pelayanan BPN masih dirasa masih sangat kurang dalam melaksanakan 
kewajibannya dalam pelayanan publik, BPN dalam menjalankan tugasnya tidak 
sesuai dengan standar pelayanan, sehingga BPN tidak mampu memberikan  
pelayanan yang cepat sederhana dan biaya ringan seperti yang diharapkan 
masyakat.  
Berdasarkan latar belakang di atas terdapat penyimpangan antara dos 
sollen maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan 
                                                        
2 Interview dengan Notaris “X” Kota Malang, Pada 15 Januari 2013 
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dalam dan das sein yang menarik untuk dikaji lebih mendalam.  Berdasarkan hal 
tersebut bentuk skripsi yang berjudul “ Implementasi Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional  Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan 
Pengaturan Pertanahan Terkait Biaya dan Waktu dalam Pelayanan 
Konversi Hak atas Tanah untuk Peningkatan Pelayanan Publik . (Studi 
Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Malang)” 
 
B.  Rumusan Masalah 
1. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung Implementasi 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 
1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan 
terkait biaya dan waktu dalam pelayanan konversi hak atas tanah? 
2. Apa upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Malang untuk 
menangani hambatan tersebut? 
 
C.  Metode Penelitian 
 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian tentang “Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan 
Dan Pengaturan Pertanahan Terkait Biaya dan Waktu dalam Pelayanan Konversi 
Hak atas Tanah untuk Peningkatan Pelayanan Publik . (Studi Kasus Di Kantor 
Pertanahan Kota Malang)” termasuk jenis penelitian empiris”  
b. Metode Pendekatan 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian 
yuridis sosiologis, merupakan bentuk penelitian hukum yang “membuka diri “ 
atas perubahan-perubahan sosial khususnya perkembangan penelitian ilmu-ilmu 
sosial. Secara yuridis penelitian ini memfokuskan pada Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar 
Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, sedangkan secara sosiologis penelitian ini 
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fokus mengkaji tentang pelaksanaanya di lokasi penelitian, yakni Kantor 
Pertanahan Kota Malang. 
 c. Lokasi Penelitian  
Di Kota Malang memiliki Jumlah penduduk 1.220.243 (2012), dengan 
tingkat pertumbuhan 3,9% per tahun. Luas Kota Malang adalah 110,06 KM2 
(Kilo Meter Persegi).3 Penambahan akan jumlah penduduk di kota Malang 
tersebut akan sangat dimungkinkan kebutuhan akan tanah Di depan jalan strategis 
dan di perumahan atau perkampungan juga ikut meningkat, sehingga konflik dan 
sengketa pertanahan juga akan sangat dimungkinkan akan terjadi. 
 d. Jenis Data  
1. Jenis data: data dalam penelitian ini terdiri dari : 
a. Data primer 
 Data primer dalam penelitian ini meliputi : 
1) Pengalaman atau experience dari pegawai kantor Pertanahan, 
khususnya Kepala seksi hak atas tanah dan pendaftaran tanah. 
2) Pengalaman Notaris/PPAT dalam melakukan konversi. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder diperoleh dari : 
dokumen-dokumen terkait dari kantor Pertanahan Kota Malang, seperti 
brosur di BPN Kota Malang, terkait pelayanan konversi.  
 Sumber Data 
Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 
1. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 
Kepala seksi hak atas tanah dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kota 
Malang. 
                                                        





2. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen di 
Kantor Pertanahan Kota Malang. 
 e. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu: 
1. Data Primer 
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dalam 
penelitian ini adalah dengan melalui wawancara (interview). Interview 
dilakukan dengan wawancara dengan Kepala seksi hak atas tanah dan 
pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kota Malang. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan 
dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka, penelusuran internet, dan studi 
dokumentasi berkas-berkas penting dari Kantor pertanahan, yakni brosur-
brosur terkait pelayanan konversi. 
f. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam 
rangka Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan 
Pertanahan terkait pelayanan Kantor Pertanahan dalam memberikan pelayanan di 
bidang konversi hak atas tanah. Sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil 
dengan cara purposive sampling. Sampel responden tersebut adalah pihak yang 
mewakili pejabat di Kantor Pertanahan kota Malang, yakni Kepala seksi hak atas 
tanah dan pendaftaran tanah, sampel responden dalam penelitian ini juga meliputi 
masyarakat Kota Malang, dan Notaris/PPAT Kota Malang. 
g. Teknik Analisis Data 
Data yang telah diperoleh diolah kemudian di analisis menggunakan 
metode deskriptif Analisis melalui proses editing, proses tabulasi data primer, 
serta proses interpretasi dari data tersebut yang mengungkapkan suatu masalah 
atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dalam bentuk uraian kalimat. 
Dengan mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan 
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kemudian ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. 
Penelitian diskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin 
tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.4 
Analisis penelitian skripsi ini difokuskan pada Implementasi Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 
Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan dalam rangka 
peningkatan pelayanan publik terkait pelayanan Konversi hak atas tanah oleh 
kantor Pertanahan . Dengan analisis kualitatif  kajian dilakukan secara lebih 
mendalam terhadap obyek penelitian. 
h. Definisi Operasional dan Variabel 
Standar pelayanan pertanahan disini adalah standar pelayanan sebagai 
mana tertuang pada lampiran  Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010. 
 Peningkatan pelayanan publik disini adalah peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat yang cepat. 
 
D. Hasil dan Pembahasan 
D.1. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung Implementasi 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 
Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan terkait 
biaya dan waktu dalam pelayanan konversi hak atas tanah 
 
Masyarakat kurang puas terhadap pelayanan BPN, karena BPN masih 
mengutamakan orang yang memiliki kemampuan membayar lebih pejabat BPN 
untuk mendapatkan pelayanan cepat. Selain itu pejabat BPN kebanyakan juga 
tidak ramah dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.   
Dalam membahas Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan 
                                                        
4  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2010), hal 10. 
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Dan Pengaturan Pertanahan, peneliti menggunakan Teori Law.M.Friedman. 
Efektivitas penegakan hukum terkait tiga unsur system hukum (three elements of 
legal system). Ketiga unsur system hukum tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Stuktur (Structure) 
b. Substansi (Substance) 
c. Kultur hukum (Legal Culture) 
 
Indikator untuk menentukan efektivitas penegakan hukum, adalah sebagai 
berikut:  
1. Indikator hukum tertulis, (substansi) 
Terkait standar pelayanan BPN Sudah diatur, yakni di Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang 
Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan. 
Sanksi terhadap pelanggaran peraturan ini sudah di atur dalam  Pasal 18 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor 8 
Tahun 2011  Tentang Kode Etik Pelayanan Publik Dan Penyelenggara Pelayanan 
Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. 
2. Peranan penegak hukum, (struktur) 
Peranan penegak hukum terkait permasalan standar pelayanan BPN, 
dikatakan efektif apabila : 
a. fokus utama dari BPN adalah dinamika masyarakat,  
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 Berdasrkan hasil, pembahasan di atas banyak orang yang memliki 
kemampuan ekonomi yang kuat menginginkan pelayanan cepat dan BPN 
terbukti lebih mendahulukan kepentingan pihak yang bersedia membayar 
lebih,  Berdasarkan hasil interview di atas terbukti BPN pilih-pilih dalam 
memberikan pelayanan publik. Fokus utama BPN dapat disimpulkan buka 
dinamika masyarakat. 
b. BPN seharusnya lebih memperhatikan kewajiban serta tanggung jawabnya 
untuk melakukan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. 
Dari kesimpulan di atas, maka  fokus utama dari BPN adalah bukan 
dinamika masyarakat. Masyarakat yang berharap mendapatkan pelayanan dalam 
pendaftaran tanah yang cepat, sederhana tidak dapat terwujud.  
3. Kebudayaan,  
 Orang yang memiliki ekonomi kuat cenderung menggunakan jalur 
pelayanan cepat, hal ini sepertinya benar-benar dimanfaatkan oleh BPN, hal ini 
sudah berlangsung sejak lama, dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Aparatur 
BPN menggangap pelayanan cepat ini sebagai ladang korupsi, bagi pejabat BPN. 
Masyarakat sesungguhnya membutuhkan pelayanan yang cepat, sederhana dan 
biaya ringan. Apakah hal ini terjadi atau dilaksanakan oleh BPN. Berdasarkan 
pembahasan di atas dapat disimpulkan Ternyata masyarakat tidak tau akan 
keberadaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan. 
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Dibutuhkan sosialisasi terhadap Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan 
Dan Pengaturan Pertanahan. 
Selain ketepatan waktu, masyarakat juga mengharapkan ketetapan biaya 
yang murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Berdasarkan 
interview di atas dapat disimpulkan besarnya biaya-biaya pendaftaran tanah, 
biasanya yang mengetahui besar biaya proses layanan, di luar BPN, hanya notaris, 
PPAT sama anak freeline, sedangkan masyarakat umum tidak tahu. Hal tersebut 
di atas sebetulnya sangat berbahaya, karena masyarakat yang tidak mengetahui 
bisa dikenakan tarif tinggi untuk biaya pengurusan. Di dalam pelayanan 
administrasi pertanahan dikenal ada pelayanan cepat (lewat belakang) tau 
pelayanan biasa. 
D.2. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Malang untuk   
 menangani hambatan tersebut 
 
 Terkait upaya-upaya yang sudah dilakukan kantor pertanahan dalam 
meningkatkan pelayanan pendaftaran tanah,  Dari hasil interview di atas dapat 
disimpulkan upaya-upaya yang sudah dilakukan kantor pertanahan dalam 
meningkatkan pelayanan pendaftaran tanah adalah: 
- memasang alur pendaftaran tanah, 
- pemasangan papan pengumuman lamanya waktu pendaftaran tanah  
- sosialisasi mengenai kode etik, terkait kewajiban dan larangan sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia  Nomor 8 Tahun 2011  Tentang Kode Etik Pelayanan Publik Dan 
Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional 
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- mengingat minimnya petugas BPN, Kepala kantor pertanahan sudah melakukan 
permohonan ke BPN pusat untuk penambahan kariawan, untuk setiap seksi. 
- dan saat ini telah dikembangkan sistem informasi pengelolaan pengaduan 






Faktor Penghambat Kantor Pertanahan Kota Malang dalam melaksanakan 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, dapat disimpulkan: 
 
a. Masih adanya penambahan dana yang ada dilingkungan aparatur 
Kantor Pertanahan Kota Malang.  
b. Penambahan dana juga dilakukan oleh PPAT dan masyarakat 
untuk mendapatkan pelayanan cepat dalam proses balik nama. 
c. Tenaga dari Kantor pertanahan masih minim, sedang berkas yang 
diterima oleh kantor pertanahan dalam 1 hari bisa sampai 500 (lima 
ratus) berkas. 
d. Latar Belakang Pendidikan Subseksi peralihan, pembebanan hak 
dan PPAT adalah  Sarjana Ekonomi, penulis berasumsi jika posisi 
tersebut dihuni oleh SDM yang berlatar belakang sarjana hukum, 
akan meningkatkan efektifitas pelayanan. 
Faktor Pendukung Kantor Pertanahan Kota Malang dalam melaksanakan 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan adalah Pertama, 
Terdapat Mobil Larasita yang berfungsi sebagai loket pelayanan bergerak (mobile 
front office) dan kendaraan untuk kegiatan penyuluhan pertanahan, menerima 
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pengaduan dan lainnya yang secara langsung dilayani oleh Petugas dari Kantor 
Pertanahan. 
Kedua, terdapat website BPN di www.Badan Pertanahan Nasional.co.id 
yang dapat di gunakan untuk complain terhadap Pejabat BPN yang berani 
menarik pungutan liar diluar Pendapatan negara bukan pajak dan biaya layanan 
yang ditetapkan oleh peraturan BPN lain.  
Upaya BPN Untuk Meningkatkan Pelayanan Pertanahan, antara lain 
adalah perbaikan lingkungan kerja dengan mengfungsikan loket pelayanan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI nomor 3 tahun 2010, 
perbaikan Sistem Administrasi, dangan cara  peraturan tersebut harus dijabarkan 
sesuai dengan kondisi Kantor Pertanahan. Perbaikan Sikap Petugas Layanan, 
dengan menerapkan prinsip pelayanan first in first out. Pencegahan Korupsi, 
Upaya pencegahan korupsi yang paling sederhana adalah mengingatkan semua 
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